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BIODATA 

 

A. Data Pribadi 

1. Nama : Arung Raya 

2. Tempat, tgl, lahir : Bolu, 5 Maret 2001 

3. Alamat : BTP Blok L No. 36 

4. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Tamat SLTA tahun 2019 di SMAN 6 Toraja Utara 

C. Pengalaman Organisasi dan Magang 

 Humanis FISIP Unhas  

 PMKO FISIP Unhas 

 Kampus Merdeka (Pertukaran Pelajar) 
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LOGBOOK PENELITIAN 

(Catatan Kegiatan Selama Penelitian) 

No     Tanggal/bulan/tahun 
kegiatan 

Nama 
Kegiatan 

Hasil 

1 4 Maret 2024 Wawancara 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 
PS selaku Kepala Badan BAPENDA, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan retribusi rumah 
potong hewan di Toraja Utara telah terbukti efektif 
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) secara signifikan. Kontribusi retribusi RPH 
menjadi sumber PAD primadona dan sangat 
mendukung pembangunan daerah. Selain itu, 
kebijakan ini juga telah memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku 
serta merata dalam pelaksanaannya. Respons 
masyarakat terhadap kebijakan ini sebagian besar 
positif, dan upaya sosialisasi serta komunikasi 
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Toraja Utara telah mendukung 
efektivitas dan efisiensi kebijakan retribusi 
tersebut 
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2 6 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 
PM selaku Kepala Desa di Kabupaten Toraja Utara 
menunjukkan bahwa penetapan tarif retribusi yang 
diterima secara terbuka oleh masyarakat, upaya 
pemerintah dalam memastikan distribusi yang adil 
dan merata, serta responsivitas positif masyarakat 
terhadap kebijakan retribusi. Meskipun kontribusi 
retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 
meningkat, pengalokasian PAD terhadap 
kebutuhan daerah masih perlu ditingkatkan. Upaya 
efisiensi melalui sosialisasi juga mendapat respon 
positif dari masyarakat, menunjukkan kesadaran 
akan pentingnya membayar retribusi untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan 

3 6 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan informan J selaku 
petugas lapangan, dapat disimpulkan bahwa 
kesadaran masyarakat terkait kewajiban 
membayar retribusi RPH telah meningkat melalui 
upaya sosialisasi dan penjelasan yang dilakukan. 
Secara umum, masyarakat telah mematuhi 
pembayaran retribusi sesuai tarif yang telah 
ditetapkan. Namun, masih terdapat kekurangan 
dalam distribusi manfaat kebijakan secara merata 
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di wilayah tersebut, sehingga manfaat yang 
diterima masyarakat belum dirasakan secara 
menyeluruh dalam pembangunan desa maupun 
pemberdayaan masyarakat. 

4 6 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan informan Y 
selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan retribusi RPH (Ritual Pemeliharaan 
Hewan) belum berjalan secara optimal. Meskipun 
upaya telah dilakukan melalui sosialisasi dan 
arahan dari pelaksana lapangan, masih terdapat 
kekurangan dalam pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan oleh pemerintah daerah, terutama dalam 
pemeriksaan hewan dan kecukupan pelayanan 
secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat merasa 
sulit untuk menilai keadilan dan kesetaraan dalam 
pembayaran retribusi serta manfaat yang 
diperoleh. Meskipun ada respons positif dari 
masyarakat terkait proses pembayaran retribusi, 
masih terdapat keinginan untuk peningkatan 
efisiensi melalui perbaikan fasilitas, pengawasan 
yang lebih ketat, dan perataan pembangunan yang 
lebih merata di seluruh wilayah. 
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5 8 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan informan AK 
selaku perwakilan dari Dinas Pertanian, dapat 
disimpulkan bahwa pemeriksaan hewan hanya 
dilakukan jika ada permintaan khusus dari 
masyarakat yang mengadakan upacara adat. Hal 
ini dikarenakan kurangnya petugas yang tersedia 
untuk melakukan pemeriksaan hewan. Selain itu, 
kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan 
dengan Dinas Pertanian menyebabkan dinas 
tersebut tidak memperoleh informasi yang cukup 
terkait pelaksanaan upacara adat. 

6 12 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lurah di 
Kabupaten Toraja Utara, dapat disimpulkan bahwa 
upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 
kesadaran masyarakat terhadap kewajiban 
membayar retribusi telah berjalan dengan baik 
melalui komunikasi berkelanjutan dan sosialisasi. 
Tarif retribusi RPH dianggap sudah memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan tidak ada keluhan yang 
disampaikan oleh masyarakat terkait nominal 
tersebut. Meskipun upaya telah dilakukan untuk 
memastikan distribusi yang adil, sulit untuk 
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memastikan pemerataan manfaat kebijakan 
retribusi RPH di seluruh wilayah karena prioritas 
pembangunan yang berbeda. Namun, sosialisasi 
kebijakan ini mendapat respon positif dari 
masyarakat, menunjukkan responsivitas yang baik. 
Pungutan RPH dianggap sebanding dengan 
manfaat yang diperoleh, membantu peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan 
fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah dalam membiayai program dan 
proyek yang dibutuhkan untuk kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah. 

7 12 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara bersama informan A 
selaku pelaksana lapangan, dapat disimpulkan 
bahwa upaya efisiensi dilakukan melalui 
penyuluhan kepada masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran tentang pembayaran 
retribusi. Pelaksana lapangan merasa tidak ada 
hambatan dalam pembayaran retribusi dan 
menganggap pemungutan tarif telah dilakukan 
secara adil. Respons masyarakat terhadap 
kebijakan ini cenderung positif, namun sulit untuk 
menilai dampak secara keseluruhan karena 
pembangunan belum merata di setiap daerah dan 
tergantung pada prioritas masing-masing daerah. 
Meskipun demikian, upaya penyuluhan dan 
sosialisasi terus dilakukan untuk mengingatkan 
masyarakat tentang tujuan dari pembayaran 
retribusi. 
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8 12 Maret 2024 Wawancara 

Berdasarkan wawancara dengan informan D 
selaku masyarakat, dapat disimpulkan bahwa 
dalam hal efisiensi, masyarakat merasa belum 
pernah mendapatkan sosialisasi mengenai 
kebijakan retribusi RPH, namun mereka tetap 
mematuhi aturan yang berlaku. Dalam hal 
kecukupan, pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah dianggap belum memuaskan, dan ada 
usulan untuk melibatkan petugas dari dinas terkait 
dalam pengawasan kondisi hewan. Terkait 
perataan, masyarakat menganggap tarif retribusi 
sudah adil, tetapi manfaat yang dirasakan masih 
belum merata dan fasilitas yang kurang memadai. 
Responsivitas terhadap kebijakan ini dianggap 
baik, karena tidak ada hambatan dalam berurusan 
dengan pelaksana lapangan. Saran yang diberikan 
adalah agar dana dari kebijakan retribusi 
dialokasikan untuk pembangunan yang konkret dan 
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
Ketepatan kebijakan ini dinilai berdasarkan 
perbaikan jalan yang telah dilakukan bertahun-
tahun lalu, namun pembangunan terbaru masih 
belum terlihat. Informan D selaku masyarakat 
menerima kebijakan ini sebagai aturan pemerintah 
dan berharap bahwa manfaatnya akan dikelola 
dengan baik oleh pemerintah. 
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DOKUMENTASI KARCIS RETRIBUS 
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DOKUMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
 

 

 

 

 

 



45 

 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NO. 15 TAHUN 

2011 
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